BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 89  TAHUN 2020

TENTANG

RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BOLAANG MONONDOW SELATAN

TAHUN 2013-2033

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(5) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang tentang
Penataan Ruang serta ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan
peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten, RTR yang ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan
penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan
Kembali; I



Mengingat

bahwa RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah
dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali
serta telah melakukan penyusunan dan perumusan
rekomendasi peninjauan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Rumusan Rekomendasi Hasil
Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun
2013-2033;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4876);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah bebebrapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

!



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017

tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

(Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 661);

7.  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 394);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RUMUSAN REKOMENDASI
HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONONDOW
SELATAN TAHUN 2013-2033.

Menetapkan Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033.

Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2013-2033 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
perlunya dilakukan revisi Rencana Tata Ruang karena memiliki
nilai akhir kurang dari 85 (delapan puluh lima) atau memiliki
kualitas buruk. J



KETIGA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud DIKTUM
KEDUA, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 perlu dilakukan revisi.

KEEMPAT : Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2013-2033 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada Tanggal 24 Januari 2020
(&/BU OLAANG MONGONDOW SELATA%

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta,

2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
4. Arsip.




